BAB IV
PENUTUP
A. Simpulan
Pada bagian akhir skripsi ini penulis mengemukakan beberapa
kesimpulan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban  PPAT ialah  pertanggungjawaban secara
administratif, pertanggungjawaban secara perdata, menyebutkan dalam
pembuatan akta PPAT harus ada pengisian blangko akta yang harus
dibuat sesuai dengan kejadian, status, dan data yang benar ditambah
dengan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jadi,
dapat dikatakan dalam pembuatan akta haruslah transparan agar akta
tersebut dapat dipertanggung jawabkan. Bentuk pertanggungjawaban
PPAT terhadap akta yang dibuatnya adalah tanggung jawab berdasarkan
kesalahan. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan artinya bahwa
seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang
dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan
menimbulkan kerugian

2. Kendala yang dihadapi PPAT Muhammad Yus, S.H. dalam membuat
Akta Jual Beli Tanah lalah :

1. Biaya yang dimintakan oleh PPAT tidak sesuai dengan keinginan para
pihak.
2. Banyaknya nama dalam sertifikat sehingga sulit mengumpulkan para

pihak dalam satu tempat (di kantor PPAT).
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3. Apabila para pihak tidak dapat hadir atau berhalangan karena sakit,
maka mengharuskan akta tersebut dilakukan dan PPAT ke rumah atau
ke rumah sakit.

4. Nama yang tertera disretifikat tidak sama dengan nama yang tertera di
KTP sehingga membutuhkan putusan penetepan dari pengedalian yang
memakan waktu yang cukup lama.

B. Saran

1. PPAT sebaiknya melakukan pembuatan akta secara benar dengan
menuruti prosedur pembuatan akta PPAT yang telah diatur oleh
Peraturan perundang-undangan yang berlaku agar Akta yangdibuat
olen PPAT tidak menimbulkan gugatan secara perdata, pidana,
maupun sanksi admnistratif.

2. PPAT sebaiknya memberitahukan kepada para pihak tentang
prosedur dan syarat pembuatan akta jual beli tanah sehingga terhindar

dari terancamnya akta yang dibuat.
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